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IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

No Uraian Benturan 
Kepentingan Potensi Benturan Kepentingan

Pejabat/
Pegawai
 Terkait

Penyebab Prosedur 
Penanganan/Pencegahan

Skala 
Prioritas

Komitmen 
dan 

Kemampuan 
Menghindari 

(%)

Penerimaan gratifikasi atau 
pemberian/penerimaan 
hadiah atas suatu 
keputusan/jabatan;

1. Surat Edaran/Pengumuman      
2. Pengawasan Internal                   
3. Nilai Kedua (integritas) Kode 
Etik Pegawai Mahkamah 
Konstitusi                                     4. 
Pemilihan lokasi event 
internasional dilandasi oleh 
kriteria yang tinggi, persetujuan 
pimpinan tertinggi MKRI dan 
mekanisme lelang yang telah 
diawasi LKPP, sehingga insan 
KSLN tidak memiliki wewenang 
untuk menentukan.                         
5. Dalam hal menyediakan 
beberapa kandidat untuk 
ditawarkan kepada pimpinan 
masih terdapat potensi gratifikasi
oleh para penyedia jasa, dalam 
hal ini, pengawasan sangat 
bertumpu pada SPIP dan 
kesadaran  insan KSLN terkait 
kode etik pegawai                            
6. Sosilasasi kepada Asosiasi atau 
Stake Holder                                     
7. Diperlukan pengaturan yang 
lebih tegas (surat edaran / 
perubahan persekjen)

High, Medium 95

a

1. Pemberian bingkisan/cinderamata dari asosiasi/stake holder 
2. Insan KSLN mendapatkan keuntungan finansial/non finansial 
atas pemilihan lokasi penyelenggaraan event internasional         
3. Penyalahgunaan wewenang untuk memanfaatkan pegawai 
humas dan fasilitas kehumasan (foto, lay-out, video) di luar 
kedinasan/kepentingan pribadi dan motif ekonomi.                      
5. Komersial dokumentasi video/foto untuk kepentingan 
pribadi dan motif ekonomi                                                                  
6. Permisif terhadap pemberian sesuatu berpotensi gratifikasi 
kepada diri atau pegawai KSDN dari mitra kerja pasca 
penyelenggaraan kegiatan kerja sama

Pejabat 
dan 

Pegawai

Hubungan afiliasi, 
kepentingan 

pribadi, gratifikasi

perubahan persekjen, SOP, 
sosialisasi taat SOP, izin 
berjenjang)                                        
8. Pemberian sanksi

b 

Penggunaan aset 
jabatan/instansi untuk 
kepentingan 
pribadi/golongan;

1. menggunakan peralatan kerja kantor untuk urusan di luar 
kerja seperti usaha/bisnis                                                 2. 
menggunakan mobil dinas bukan untuk keperluan operasional 
kantor                                                                            3. Penggunaan
kendaraan kantor untuk menjalankan tugas namun sekaligus 
untuk kepentingan pribadi              4. Menggunakan layanan 
Pimpinan untuk kepentingan pribadi mengatasnamakan 
pimpinan                                                 5. Pemberian layanan 
produk kehumasan (VT, lay-out, editting video)  kepada Unit 
Kerja lain yang berbeda/tidak sesuai SOP karena hubungan 
kedekatan personal;                         6. Pemanfaatan fasilitas 
perjalanan dinas kegiatan kerja sama dalam negeri untuk 
kegiatan pribadi/ di luar kedinasan;                                                   
7. Telaah/analisis potensi kerja sama kelembagaan tidak 
obyektif karena bias kepentingan pribadi; Pejabat 

dan 
Pegawai

Alasan 
Kepentingan 
pribadi, hubungan 
afiliasi

1. Surat Edaran/Pengumuman      
2. Pengawasan Internal                   
3. Nilai Kedua (Kesetiaan pada 
Tugas) Kode Etik Pegawai 
Mahkamah Konstitusi                     
4. SOP peminjaman kendaraan 
oleh Biro UMUM
5. Pembiasaan untuk 
mengutamakan surat elektronik 
dan persuratan MKRI (mailing 
room) untuk penyampaian 
dokumen pekerjaan                         
6. Pemberian sanksi                         
7. Monitoring dan evaluasi 
kebijakan penanganan benturan 
kepentingan                  8. 
Membatasi akses penyelenggara 
negara atas informasi tertentu 
apabila yang bersangkutan 
memiliki kepentingan                      
9. SOP Pelayanan                             
10. Izin Berjenjang                           
11. Sosialisasi Anti gratifikasi, 
disiplin pegawai dan kode etik      

Medium 100

c
Penggunaan informasi jabatan
untuk kepentingan 
pribadi/golongan;

1. Penggunaan kontak-kontak (mitra kerja / KBRI/ universitas) 
baik dalam lingkup negara anggota AACC maupun di luar 
lingkup negara anggota AACC sebagai kontak yang dapat 
dihubungi dalam melakukan perjalanan pribadi ke luar negeri    
2. Melakukan komunikasi dengan Asosiasi dan Stakeholder 
untuk kepentingan pribadi (perkara atau dukungan layanan 
pribadi)

Pejabat 
dan 
Pegawai

Kepentingan 
Pribadi/pihak lain, 
Hubungan Afiliasi, 
Gratifikasi

1. Pengiriman surat komitmen 
kepada seluruh mitra kerja, 
tentang pemberitahuan jika ada 
penyelahgunaan wewenang oleh 
insan MKRI      2. Pengawasan 
Internal            3. Sosialisasi 
kepada asosiasi atau Stake Holder
4. Kode etik Pegawai                       
5. Monitoring dan evaluasi 
kebijakan penanganan benturan 
kepentingan                  6. 
Membatasi akses penyelenggara 
negara atas informasi tertentu 
apabila yang bersangkutan 
memiliki kepentingan                      
7. SOP kegiatan                                
8. SOP Narasumber                          
9. SOP MoU                                10. 
Izin berjenjang

high 95

1. memasukkan peserta kegiatan 
seminar/webinar/simposium/Short Course dengan dasar relasi 
2. Pemilihan penyedia barang/jasa (rekanan) tanpa melalui 
proses yang transparan (Penyedia seminar kit dan konsumsi 
peserta)                                                                                3. Insan 
KSLN memiliki hubungan tertentu / istimewa dengan insam 
Mahkamah lainnya, baik atasan / bawahan/ kolega, yang 
berpotensi menyebabkan hubungan pekerjaan yang tidak 
profesional                                      4. Penerimaan dan 
Penempatan Pegawai dalam Jabatan yang cenderung 
mengakomodir keinginan pimpinan atau pegawai tertentu         
5. Protokol mempunyai kedekatan  dengan para teman sejawat
Pimpinan , yang berpotensi menyebabkan hubungan pekerjaan 
yang tidak sesuai dengan SOP (tidak profesional)                           
6. Pembedaan fasilitasi dan akses kepada wartawan tertentu 
untuk wawancara Pimpinan karena hubungan kedekatan;           
7. Pemberian layanan PPID tidak sesuai SOP karena 
kepentingan pribadi/hubungan kedekatan dengan pemohon 
informasi;                                                                                  8. 
Telaah/analisis potensi kerja sama kelembagaan tidak obyektif 
karena bias kepentingan pribadi;                                                       
9. Pengusulan/penentuan mitra kerja kegiatan kerja sama 
kelembagaan secara tidak profesional karena hubungan 
kedekatan/kepentingan pribadi;                                                        

d Pemberian akses khusus 
kepada pihak tertentu;

10. Pengusulan lokasi kegiatan kerja sama ke luar daerah 
didasari kepentingan pribadi (ingin/belum pernah ke daerah 
dimaksud);                                                                                  11. 
Pemberian akses kegiatan kerja sama dalam negeri kepada 
mitra kerja tertentu secara tidak fair karena didasari hubungan 
kedekatan/kepentingan pribadi tertentu;                                        

Pejabat 
dan 

Pegawai

Hubungan afiliasi, 
Kepentingan 

pribadi, gratifikasi

1. SOP                                                 
2. Pengawasan internal                   
3. Nilai Kedua (Integritas) Kode 
etik Pegawai MK                               
4. Formulir pakta integritas 
(beserta link Pengaduan 
Masyarakat/WBS)                            
5.  Menerapkan Manajemen 
Talenta atau penerimaan dan 
penataan pegawai yang tersistem
dan berbasis aplikasi                       
6. Kode Etik Pegawai                      
7. SOP wawancara  Narasumber   
8. SOP Pelayanan PPID

Medium 100

e

Proses pengawasan yang 
tidak mengikuti prosedur 
karena adanya pengaruh dan 
harapan dari pihak yang 
diawasi;

1. Proses penerimaan barang pengadaan  tidak diawasi dengan 
semestinya                                                                      2. Secara 
internal, penilaian kualitas pekerjaan insan KSLN hanya 
terdapat pada SKP yang diisi sekali setaun, dan belum ada 
standar tentang penilaian kualitas pekerjaan.                                 
3. Kebijakan tidak sesuai kebutuhan namun diakomodir karena 
keinginan pimpinan                                                        4. belum 
ada standar tentang penilaian kualitas pekerjaan.                          
5. Pengawasan kinerja pegawai di biro Humas dan Protokol 
yang dilakukan oleh Pimpinan tidak obyektif karena hubungan 
kedekatan/kepentingan pribadi;                                                        

Pejabat 
dan 
Pegawai

Hubungan afiliasi 
atau gratifikasi

1. SOP                                                 
2. Pengawasan internal                   
3. Nilai Kedua (Integritas) Kode 
etik Pegawai MK                               
4. Formulir pakta integritas 
(beserta link Pengaduan 
Masyarakat/WBS)                            
5. Penugasan yang merata             
6. adanya jadwal penugasan          
7. adanya laporan kinerja medium 100

f penyalahgunaan jabatan;

1. Pemilihan rekanan terkait pengadaan dalam pelaksanaan 
event internasional tidak melalui proses transparan dan 
akuntabel                                                                                         2. 
Insan KSLN memiiliki kepentingan pribadi untuk mendapatkan 
keuntungan finansial berupa hadiah / tiket dari adanya 
cashback, diskon, voucher, member, point atas pemesanan 
pesawat dan hotel dalam rangka perjalanan dinas luar negeri     
3. Kebijakan berlaku untuk umum namun isi kebijakan 
mengakomodir keinginan pimpinan atau pegawai tertentu         
4. Memiiliki kepentingan pribadi untuk mendapatkan 
keuntungan diskon, atas pemesanan pesawat dan hotel dalam 
rangka perjalanan dinas                                                                       
5. Pengusulan/pemilihan rekanan kerja pencetakan bahan 
publikasi tidak profesional karena kepentingan pribadi.                
6. Pengusulan rencana kemitraan media tidak 
obyektif/hubungan kedekatan/kepentingan pribadi;                     
7. Penugasan petugas liputan tidak obyektif dan tidak 
profesional karena hubungan kedekatan atau pertimbangan 
kepentingan pribadi;                                                                             
8. Pengusulan ILM (konsep, lokasi, talent) didasari kepentingan 
pribadi di luar kebutuhan kedinasan                                                 
9. Pengusulan pegawai  yang melakukan perjalanan dinas 
dalam melayani penyelenggaraan kegiatan di bior Humas dan 
Protokol tidak obyektif karena hubungan 
kedekatan/kepentingan ekonomi tertentu;

Pejabat 
dan 
Pegawai

Hubungan afiliasi, 
Kepentingan 
Pribadi, gratifikasi

1. SOP                                                 
2. Pengawasan internal                   
3. Nilai Kedua (Integritas) Kode 
etik Pegawai MK                               
4. Formulir pakta integritas 
(beserta link Pengaduan 
Masyarakat/WBS)                            
5. Pengawasan penentuan harga 
tiket dan hotel menyesuaikan 
harga pasar yang wajar.
6. Pemilihan mitra kerja (travel) 
yang bersaing.
7. Diperlukan pengaturan yang 
lebih tegas (Surat Edaran / 
Perubahan Persekjen)                 8. 
Pengawasan Pemilihan atau 
penentuan Mitra kerja (media, 
vendor untuk pengadaan)              
9. Pemberian Sanksi                        
10. SOP Penugasan                          
11. Jadwal Penugasan Merata       
12. Laporan Kinerja Petugas           
13. SOP Pembuatan ILM                 

High 90


